





8. Pengelolaan
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25. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan
berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
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(3) Untuk melakukan pengelolaan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Aceh
membentuk Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi di Aceh
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Pasal 14

BPMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 mempunyai fungsi:

a. melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama
di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan
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b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara dan bagi hasil
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(2) Unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi
kepada Kepala BPMA sebag
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(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah

Kerjanya kepada Menteri sebelum jangka waktu Kontrak Kerja
Sama berakhir.

(3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada
Menteri setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.
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(3)
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Pasal 57

Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya
pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor
lainnya.

Untuk pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Terbuka,
Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka
tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja.

Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lama









(5)

(6)
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Penunjukan Kontraktor sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau
Gas Bumi dari pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian antara BPMA
dengan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

BPMA wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan
Gubernur mengenai realisasi pelaksanaan penunjukan penjual
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari
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BAB VI
KEWAJIBAN MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI

Pasal



(1)

(2)

Pasal 72

Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil
wajib mendapatkan persetujuan dari BPMA.

Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana
kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial
(Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh
BPMA



(1)
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Pasal 75

Dalam hal Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil,
Kontraktor dapat mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai
dengan rencana kerja dan anggaran serta Rencana
Pengembangan Lapangan yang telah disetujui oleh Menteri atau
B












(5) Dalam hal Kont












Pasal 92

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas) dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan sejak diselesaikannya pembentukan B
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Pasal 53 . ..


















